
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DEMAK

NOMOR: 07 / HM.03.2-Kpt / 3321 / Kab / Iv / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

SALINAN

a. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan dan fungsi

koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se - Jawa Tengah serta

peran dan fungsi koordinasi antara Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Demak dengan Pemerintah Daerah

Kabupaten Demak maka perlu dibentuk Badan Koordinasi

Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Demak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Pembentukan

Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupa.ten Demak;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (tcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O9

Nomor ll2, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5038);

Menimbang

Mengingat
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3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 23, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O2O tantang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang Nomor 2

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O2O Nomor 193, Tambahan [cmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tarftang Pemilihan

Umum (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35

Tahun 2Ol4 tantang Badan Koordinasi Hubungan

Masyaralat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O14

Nomor 1404);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor I Tahun 2015

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2O17

tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi

Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Rapublik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1249);

8. Peraturan Komisi Pemelihan Umum Nomor 10 Tahun 2018

tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi
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Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 2l Tahun 2O2O tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 8 Tahun 2Ol9 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2O2O Nomor 1763);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

tentang I\rgas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Ke{a

Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172 /HM.O2-

Kpt/06/KPU /lIIl2O2l tentang Badan Koordinasi

Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah

Nomor 10/HM.O3.2-Kpt/33/Wov/lVl2o2l tentang

Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

Memerhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak

tanggal 14 Apil 2O2l;

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK

TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

DEMAK.



KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Hukum

4-

: Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Demak yang selanjutnya disingkat

Bakohumas KPU Kabupaten Demak;

: Menetaplen Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan

Ibmisi Pemilihan Umum lQbupaten Demak sebagimana

dirnaksud dalarn 6iLr- KESATU yang tercantum dalam lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

: Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum

Kabupa.ten Demak sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU bertugas:

l. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah untuk

kelancaran arus informasi antara satuan tugas;

2. Melakukan koordinasi dan ke{asama dengan badan

koordinasi kehumasan pa.da instansi/lembaga Pemerintah

I(abupa.ten Demak;

3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;

4. Menglrimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi

kehumasan yang diperlukan; dan

5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupa.ten Demak dan Ketua

Ibmisi Femilihan Umum Provinsi Jawa Telgah;

: Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini

dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Komisi Pemilihan Umum Kabupa.ten Demak anggaran 2021;

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Demak
14 Aprtl 2O2l

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

o,

spitasari

DEMAK



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DEMAK
NOMOR 07 /HM.o3.2-Kptl332l lK^b/N l2o2r
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAE}UPATEN DEMAK

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAI}UPATEN DEMAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKR T KOMISI PEMILIHAN UMUM

DEMAKKAI}U
Hukum

ttd
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NO NAMA JABATAN DALAM
DINAS JABATAN DALAM TIM

1 BAMBANG SETYA BUDI, S.Pd.I Ketua Pembina
2 HASTIN ATAS ASIH, SE Anggota Pembina

NUR HIDAYAH, S.Pd Angqota Pembina
4 ABDUL LATIF, SE Anggota Pembina
5 SITI ULFAATI, S.Pd.I, M.S.I Anggota Pembina
6 ACHMAD ZAKKI, S.IP, M.Si Ketua
7 Kasubbag TP dan

Hupmas
Pelaksana Bidang Diseminasi
Informasi

8 ANITA DIAN PUSPITASARI, SH Kasubbag Hukum Pelaksana Bidang Advokasi
9 RT.RIZA ANGGARA

S.Kom
SETIARANI, Kasubbag KUL Pelaksana Bidang Sumber

Daya Manusia
10. ERIKA BESTYASAMALA, SE Kasubbag

Program dan Data
Pelaksana Bidang Diseminasi
dan Informasi

11. INDAH KUSUMAWATI, S.Sos StaJ KUL Pelaksana Bidang Diseminasi
dan Informasi

KRISNA ADHI WIJAYA, A.Md Staf TP
Hupmas

dan Pelaksana Bidang Diseminasi
dan Informasi

13. AGENG HANANTORO, A.Md Staf Program dan
Data

Pelaksana Bidang Diseminasi
dan Informasi

14. ALDILA PURNAMASARI, S.IP Staf TP
Hupmas

dan Pelaksana Bidang Diseminasr
dan Informasi

15. TOAT SALIMIN, SH Staf Hukum Pelaksana Bidang Diseminasi
dan Informasi

16. AYUS PURWANTO Staf KUL Pelaksana Bidang Diseminasi
dan Informasi
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Puspitasari

BAMBANG SETYA BUDI

Sekretaris
MASTONO, S.Sos.

12.


